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Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
i Alif | Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba B Be
o Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
Ha h ha (dengan titik di bawah)
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c Kha Kh ka dan ha

3 Dal d De

3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
B Ra r Er

) Zai z Zet

o Sin S Es

53 Syin sy es dan ye
P Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
b Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ "ain koma terbalik (di atas)
i Gain g Ge

3 Fa f Ef

S Qaf q Ki

4 Kaf k Ka

J Lam I El

2 Mim m Em

J Nun n En

9 Wau w We

A Ha h Ha

3 Hamzah ‘ apostrof

&9 Ya y Ye




B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
_ Fathah a a
- Kasrah i i
g Dammah u u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

L§ Fathah dan ya ai adanu
5 Fathah dan wau au adanu

Contoh:

- S kataba

- Jaé fa'ala

- e suila

- GE kaifa



- dy haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
BNT N Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
NS Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
.9 Dammah dan wau a u dan garis di atas
Contoh:

. J@ qala

- rama

S qila

- J}:L" yaqilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- Jub’:l\ i-qﬁj) raudah al-atfal/raudahtul atfal

S g-at too /o — -
- &ysxdl &3uadl al-madinah al-munawwarah/al-madinatul
munawwarah

. b talhah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

My nazzala

- al-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- JEM arrajulu

- (‘.153\ al-galamu

- M\ asy-syamsu
_ M aljalalu

G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
- BE wkhum
- :g;-“c syai’un
S+ an-nau’u
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- 0; inna
H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- SEyP }é.% & :J\ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- B g e A - Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- J:;J\,J\ u) 413 :‘.&-\ Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- p-?-}\ u—?'}“ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

. Tajwid

Allaahu gafiirun rahTm

Lillahi al-amru jam1 an/Lillahil-amru jam1 an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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ABSTRAK

TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BANTUAN SOSIAL PADA
MASA COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Danar Ario Pambudi

15421097

Awal tahun 2020, virus covid-19 masuk ke wilayah Indonesia dan menyebar
luas ke penjuru Indonesia. Penyebaran virus covid-19 yang cepat mengharuskan
pemerintah Republik Indonesia bergerak cepat, dengan diberlakukannya
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Pemerintah No. 21
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19). Peraturan yang mengurangi
pergerakan masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut
mengakibatkan turunnya taraf ekonomi masyarakat, terutama masyarakan tingkat
menengah kebawah, untuk menanggulangi hal tersebut, Menteri Sosial Republik
Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial
Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Namun dalam pelaksanaannya ditemukan indikasi-indikasi terjadinya perbuatan
korupsi oleh Menteri Sosial dan beberapa anggota Kementerian Sosial Republik
Indonesia.

Dari latar belakang di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
pertama, bagaimana pelaksanaan pidana dan pemidanaan mengenai tindakan
pidana korupsi bantuan sosial pada masa covid-19. Kedua, bagaimana penerapan
sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial pada masa covid-19 dalam
tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan
pendekatan normatif yuridis. Teknik analisis data mengunakan teknik deksriptif —
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pidana korupsi bantuan
sosial pada masa covid-19 sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sudut pandang Hukum
Islam, secara jelas tidak ada yang mengatur tentang hukuman terhadap korupsi,
sehingga secara umum mengikuti hukum yang berlaku pada saat itu.

Kata Kunci : Hukum Islam, Korupsi, Bantuan Sosial.
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ABSTRACT

CORRUPTION OF SOCIAL ASSISTANCE DURING COVID-19
PANDEMIC IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Danar Ario Pambudi
15421097

In the beginning of 2020, the Corona Virus Disease 2019 or known as
COVID-19 entered and spread widely throughout Indonesia. The rapid spread of
the COVID-19 makes the government of the Republic of Indonesia to move quickly
by implementing the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) through the
Government Regulation No. 21 of 2020 on Large-Scale Social Restrictions in
accelerating the handling of Corona Virus Disease 19 (COVID-19). The regulation
reducing the movement of people to prevent the spread of the virus have led to a
decline in the economic level in community, especially those from the lower middle
level. To overcome this, the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia
then issued Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia
Number 54/HUK/2020 on the Implementation of Basic Food Social Assistance and
Cash Social Assistance in Handling the Impact of Corona Virus Disease 2019
(COVID-19). However, in its implementation, the Minister of Social Affairs and
several members of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia have
been indicated to do corruption act.

From the above background, the following research questions are then
formulated: first, how is the implementation of criminal and sentencing regarding
the crime of corruption in social assistance during the covid-19 pandemic. Second,
how to apply sanctions for the corruptors of social assistance during the Covid-19
pandemic in the perspective of Islamic Law. This literature study used juridical
normative approach and the data were analyzed using descriptive — qualitative
technique. The results showed that the corruption in social assistance during the
Covid-19 pandemic was regulated in Law Number 31 of 1999 on the Corruption
Eradication and Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of
1999 on Corruption Eradication. In the perspective of Islamic law, it is clear that
there is no regulation for the corruption punishment; thus, it generally follows the
law in force at that time.

Keywords: Islamic Laws, Corruption, Social Aid

March 05, 2022
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS Ull JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255
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Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah serta karunia-Nya, sehingga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk
menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Korupsi
Terhadap Bantuan Sosial Pada Masa Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Islam”.
Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program strata satu
jurusan Hukum Keluaga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas llmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi

Muhammad Saw, semoga kita semua termasuk orang yang diberikan syafaat kelak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang
membutuhkan bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di era modern bagaikan sudah mendarah daging di setiap negara,
merambat dari elemen kalangan bawah sampai dengan kalangan atas tidak lepas
dari tindakan korupsi. Tidak ada satu pun negara yang bisa lepas dari tindakan
korupsi, sehingga korupsi bagai budaya turun temurun. Perbincangan dan diskusi
mengenai korupsi tidak ada habisnya dan selalu dibahas oleh baik oleh mahasiswa
maupun pakar-pakar hukum dari berbagai negara. Korupsi lebih umum terjadi di

negara-negara yang masih berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, praktik tindak pidana korupsi seakan tidak terbendung,
ancaman yang terdapat pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, terkhusus Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tipikor Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum mampu menghentikan gelombang
tindak pidana korupsi yang semakin meraja lela alih-alih berkurang. Hal ini tentu

membuat masyarakat Indonesia resah dengan masa depan negaranya.

Awal tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan serangan wabah virus sars

covid-19, virus yang kemunculannya belum diketahui secara pasti tersebut diyakini



pertama kali terdeteksi di Perfektur Wuhan, China, pada bulan Desember 20192,
Awal tahun 2020 virus covid-19 menyebar ke luar China, penyebaran virus ini pada
akhirnya masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret tahun 2020, sejak saat itu virus
covid-19 menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Terus menyebarnya penyakit
covid-19 ini ke seluruh penjuru Indonesia tentu berdampak pada keberlangsungan
hidup masyarakat Indonesia, tidak berhenti sampai itu, virus yang bermula dari
Perfektur Wuhan, China ini juga menghantam sektor ekonomi negara, dengan
berlakunya PSBB yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun
2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dibatasinya akses
masyarakat untuk keluar maupun masuk negara, selain pembatasan ruang gerak
yang juga dilakukan oleh masing-masing daerah baik yang terdampak maupun
tidak, mengakibatkan perekonomian di kalangan masyarakat khususnya
masyarakat tingkat menengah kebawah menurun drastis yang berimbas kepada
penurunan standar kualitas hidup masyarakat Indonesia, hal tersebut diperparah
dengan pemberhentian hak kerja oleh beberapa perusahaan akibat menurunnya

produksi akibat wabah covid-19 ini.

Dampak nyata pandemi covid-19 terhadap sektor ekonomi di Indonesia,

antara lain®

2 Dea, “Jejak Pandemi Covid-19, dari Pasar Hingga Mengepung Dunia”, dalam
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-
pandemi-covid-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia/2, diakses pada tanggal 01 Januari
2022.

8 Fakhrul Rozi Yamali & Ririn Noviyanti Putri, Dampak Covid-19 Terhadap
Ekonomi Indonesia, Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 2020, him. 386.


https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia/2
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia/2

1. Terjadinya PHK besar-besaran. hasil data yang didapat yaitu > 1,5 juta
pekerja di rumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja di
rumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%.

2. Terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3%
pada Maret 2020.

3. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.

4. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% year-on-year
yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada
Maret 2020.

5. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan
pendapatan di sektor tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207
miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara
pada bulan Januari-Maret 2020.

6. Pada 6000 hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga
mencapai 50%. Hal tersebut dapat mengakibatkan kehilangan devisa

pariwisata.

Beberapa hal diatas tentu mengharuskan pemerintah untuk bergerak cepat
apabila pemerintah Indonesia tidak menginginkan resesi di Indonesia terjadi
kembali, maka dari itu pemerintah pusat mengeluarkan program bantuan dana
sosial bagi masyarakat yang terdampak virus covid-19. Namun hal ini tidak
menghentikan tindak pidana korupsi yang tetap berlangsung meskipun negara
dalam keadaan tidak stabil. Perbuatan tidak terpuji tersebut dilakukan oleh mantan

Menteri Sosial Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi, beliau



melakukan korupsi terhadap dana bantuan covid-19 yang seharusnya ditujukan

kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pidana dan pemidanaan mengenai tindak pidana

korupsi bantuan sosial pada masa covid-19?

2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi bantuan

sosial pada masa covid-19 dalam tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah

a.

Mengetahui pelaksanaan pidana dan pemidanaan mengenai tindak
pidana korupsi bantuan sosial pada masa covid-19.
Mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi

bantuan sosial pada masa covid-19 dalam tinjauan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemikiran
di bidang ilmu pengetahuan, terutama di bidang llmu Hukum terkhusus
Hukum Islam.

Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi
pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, termasuk pihak-pihak yang

menduduki jabatan dan masyarakat pada umumnya.



D. Sistematika Pembahasan
Dalam Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan sub-bab yang akan
saling berkaitan satu dengan yang lainnya. adapun rincian sistematika pembahasan

penelitian ini sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
masalah sehingga dapat diketahui permasalahan yang akan di bahas, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada sub bab terakhir terdapat sistematika

pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang kajian pustaka dan
kerangka.teori.yang..berisikan..penelitian-penelitian.yang..pernah..dilakukan oleh
penulis sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian dan berisi rangkaian teori-
teori yang dibutuhkan untuk membahas, menganalisa dan menjawab rumusan

masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab tiga berbicara mengenai metode penelitian, yaitu membahas tentang jenis
penelitian dan jenis pendekatan yang digunakan oleh penyusun, sumber data,

seleksi sumber, teknik dari pengumpulan data, dan teknik dari analisis data.

Bab empat berisi tentang pembahasan, yaitu bab yang berisikan mengenai
hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, dalam bab empat ini akan terdiri dari

beberapa sub bab agar penelitian ini dapat di pahami secara jelas.

Bab lima merupakan bab pentutup yang didalamnya terdapat kesimpulan,

saran, dan penutup yang berdasarkan pada hasil penelitian ini.



A.

BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh
aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.* Kata tindak pidana
berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu
strafbaarfeit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal
dari bahasa Latin delictum.® Istilah strafbaarfeit dapat dijabarkan menjadi
tiga bagian, straf yang diartikan dengan pidana, baar diterjemahkan dengan
dapat atau boleh, dan kata feit yang memiliki arti tindak, peristiwa,
perlanggaran, dan perbuatan. Pendek kata, strafbaarfeit adalah tindakan
yang dapat diberi hukum. Simons berpendapat tindak pidana adalah
kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang
berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu
bertanggung jawab.®
Pengertian dari tindak pidana juga disampaikan oleh beberapa ahli seperti,
a. Simons

Tindak pidana menurut Simons adalah tindakan melanggar hukum yang

telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh

4 Haji M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: AMZAH, 2012,

edisi kedua, him. 23.

% Ibid.
¢ Ibid, him. 25.



seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan

oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat

dihukum.’

Simons merumuskan tindak pidana seperti di atas dengan alasan :

1) Untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa di situ
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan
dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan
atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang
dapat dihukum;

2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan itu harus
memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan
undang-undang;

3) Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya
tindakan melawan hukum atau suatu onrechmatige handeling.®

b. E. Utrecht

Utrecht menerjemahkan strafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana

yang sering juga disebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu

perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaukan nalaten-

negatif, maupun akibatnya. Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa

" Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, edisi kedua,
him. 5.
& Ibid, him 6.



hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang
diatur oleh hukum.®

c. Pompe
Secara teoritis, Pompe merumuskan strafbaarfeit sebagai suatu
“Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang
diengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,
di mana pernjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adala penting demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”°

d. Moeljatno
Menjelaskan, “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan yang mana disertai sanksi berupa tertentu bagi barnag siapa
yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan
pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal
saja dalam hal itu diingan bahwa larangan ditujukan pada perbuatan
(yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang,
sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan
kejahatan).”!!

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Satochid Kartanegara membagi unsur-unsur dari tindak pidana terdari dua

golongan, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

° Ibid.
19 Ibid.
1 Ibid, him. 7.



Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar manusia. Unsur
objektif ini bisa berupa suatu tindakan, suatu akibat tertentu, een
bepaldgejolg dan berupa keadaan, omstendingheid yang semuanya
dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.*2

b. Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri pembuat atau
pelaku. Unsur subjektif ini  berupa hal-hal yang dapat
dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah
dilakukan dan kesalahan seseorang.'?

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar yang

telah dicantumkan di dalam KUHP, yaitu kelompok kejahatan dalam BAB

Il KUHP dan kelompok pelanggaran dalam BAB 11l KUHP. Namun selain

dapat dibagi dalam dua hal diatas secara umum, tindak pidana juga dapat

diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu

a. Menurut cara merumuskannya, terbagi atas tindak pidana formil dan
tidak pidana materiil.

b. Dari bentuk kesalahan perbuatan, dibedakan menjadi tindak pidana
yang disengaja dan tindak pidana yang tidak disengaja.

c. Berdasar macam perbuatannya, tindak pidana dibagi antara tindak

pidana aktif dan tindak pidana pasif.

12 Haji M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: AMZAH,
2012, edisi kedua, him. 27.
13 1bid.



d. Berdasarkan saat terjadinya pelanggaran, dapat dibedakan menjadi
tindak pidana seketika dan tindak pidana berlangsung lama atau terus
menerus.

e. Dilihat dari sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak
pidana umum dan tindak pidana khusus.

4. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Korupsi

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

c. Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000
tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun

2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.

B. Figh Jinayat
Secara etimologis figh berasal dari kata fagiha, yafgahu, yang berarti paham

atau memahami ucapan secara baik.!* Sementara secara terminologis, figh adalah

14 Ibid, him. 66.

10



ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amallah yang digali dan

ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.®

Jinayat berasal dari kata jana, janya,yajni, janna yang berarti berbuat dosa,
menggapai atau memetik dan mengumpulkan. Dari sisi terminologis, jinayah
didefinisikan dengan perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan
terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa.'® Sayyid Sabig menyatakan bahwa jinayah
adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan
dan dilarang oleh syari’ karena akan mendatangkan kemadharatan pada agama,

jiwa, akal, harta dan kehormatan.’

Dari definisi-definisi di atas, dapat digabungkan bahwa figh jinayat adalah
hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan manusia dalam menjaga agama,

jiwa, akal, harta dan kehormatan.

C. Tindak Pidana Korupsi
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Korupsi berasal dari kata latin yaitu corruptio atau corruptus yang berarti
perbuatan korup atau penyuapan.'® Andi Hamzah menjabarkan arti dari
korupsi sebagai sebuah kebusukan, keburukan, tindakan bejat, ketidak-
jujuran, dapat disuap, perbuatan amoral, penyimpangan dari kesucian, kata-

kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.  Penjabaran yang

15 Ibid, him. 67.

16 |bid.

7 Ibid, him. 68.

18 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Depok: Rajawali Pers,
2018, edisi revisi, him. 1
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diungkapkan oleh Andi Hamzah dalam menggambarkan makna dari korupsi
menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang buruk, busuk dan
merupakan perbuatan yang menyimpang. Dalam kehidupan sosisal
masyarakat melihat korupsi sebagai penggelapan uang baik uang negara
maupun instansi. Dilihat dari segi hukum pidana, tidak ada definisi khusus
mengenai korupsi baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah
tidak berlaku maupun yang berlaku sekarang. Istilah korupsi dalam
peraturan perundang-undangan baru dikenal pertama kali dalam Peraturan
Penguasa Perang Pusat Kepala Stag Angkatan Darat tanggal 16 April 1958
No. Prt/Peperpu/13/1958 (BN No. 40 Tahun 1958).° Namun dalam
peraturan tersebut juga tidak dijelaskan mengenai definisi dari korupsi.
Sehingga secara bahasa hukum, tidak ada pernyataan yang jelas tentang
definisi korupsi.

Bahasa Arab, korupsi disebut dengan risywah yang memiliki definisi
sebagai penyuapan, selain itu risywah juga dapat didefinisikan sebagai uang
suap. Risywah dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat, juga
disebut sebagai fasad (ifsad) dan ghulul.?

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi
dari korupsi sangatlah luas, tergantung pada perspektif pendekatan yang
dilakukan. Namun dari semua definisi baik dari segi terminologis maupun

etimologis, korupsi memiliki arti yang mengarah kepada perbuatan yang

9 1bid, him. 2.
20 Haji M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: AMZAH,
2012, edisi kedua, him. 36.
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buruk, kecurangan, kedzaliman yang mengakibatkan rusak dan hancurnya
tatanan kehidupan baik dari kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan
sampai kehidupan bernegara.
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut.
a. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi
1) Tindak Pidana Korupsi Murni
Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang
substansi objeknya menegai hal-hal yang berhubungan dengan
perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang
menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan
kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau
perlaksana pekerjaan yang bersifat publik.?:
2) Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni
Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana yang
substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap

kepentingan hukum bagai kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

2L Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Depok: Rajawali Pers,
2018, edisi revisi, him. 16.
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penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi.??
b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi
1) Tindak Pidana Korupsi Umum
Tindak pidana korupsi umum adalah tindak pidana korupsi yang
dilakukan tidak hanya terbatas yang dilakukan oleh pegawai negeri
atau aparatur sipil negara, namun ditujukan untuk setiap individu
termasuk korporasi.
2) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri
Tindak pidana korupsi pegawai negeri adalah tindakan-tindakan
pidana korupsi yang perbuatannya dilakukan oleh PNS atau orang
yang memiliki kedudukan di pemerintahan negara.
c. Atas Dasar Sumbernya
1) Tindak Pidana Korupsi yang Diadopsi dari KUHP.
2) Tindak Pidana Korupsi yang Dirumuskan Tersendiri sebagai
Tindak Pidana Korupsi.
d. Atas Dasar Perbuatan dalam Rumusan Tindak Pidana
1) Tindak Pidana Korupsi Aktif
Tindak pidana korupsi aktif adalah tindak pidana korupsi yang

dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Yang

22 |bid, him. 17.
2% Ibid, him. 19.
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dimaksud aktif adalah adanya sebuah perbuatan yang berkaitan
langsung dengan tindak pidana korupsi.
2) Tindak Pidana Korupsi Pasif
Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur
tingkah lakunya dirumuskan secara pasif.?* Tindak pidana
korupsi pasif juga dinyatakan sebagai tindakan untuk tidak
berbuat aktif, dalam hal ini dinyatakan sebagai aktif melawan
tindak pidana korupsi, artinya, tindak pidana korupsi pasif adalah
tindak pidana yang membiarkan sebuah tindakan korupsi.
e. Atas Dasar Dapat-Tidaknya Merugikan Keuangan dan Perekonomian

Negara

Tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok apabila

melihat dasar ini, yaitu

1) Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara

2) Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mensyaratkan Dapat

Menimbulkan Kerugian Negara

Perlu diketahui bahwa kerugian negara pada nomor (1) bukanlah tindak
pidana materiil, melainkan tindak pidana formil. Terjadinya tindak
pidana korupsi secara sempurna tidak perlu menunggu timbulnya
kerugian negara, asalkan dapat ditafsirkan menurut akal sehat bahwa

suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian bagi negara, maka

24 Ibid, him. 21.
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perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

korupsi.®

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi
Unsur-unsur tindak pidana korupsi tercantum pada Pasal 2 (1) dan 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Pasal 2 (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Pasal 3 menyatakan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda
paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima pilih juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Dari dua pasal diatas, dapat disederhanakan bahwa unsur-unsur dari tindak

pidana korupsi adalah,

%% Ibid, him. 23.
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a. Adanya tindakan melawan hukum.

b. Adanya tindakan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi.

c. Tindakan menimbulkan kerigian terhadap keuangan negara atau
perekonomian negara.

d. Adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan.

D. Pengertian Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.®

Definisi dari ASN dalam KUHP Pasal 92 (1) menyebutkan bahwa “Yang
disebut pejabat, termasuk orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan
berdasarkan aturan-aturan umum, bergitu juga orang-orang yang bukan karena
pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan
pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat,. Yang dibentuk oleh pemerintah atau
atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala
rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan

kekuasaan yang sah.”

26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara.
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E. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang adalah salah satu jenis ketidaksahan yang
menyebabkan keputusan badan atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan.?’

Menurut Parchomiuk penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang cacat
oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya
untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan
wewenang tersebut.?®

Scwartz menjelaskan bahwa tindakan badan atau pejabat pemerintah
dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika,

1. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam ruang
lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan emmatuhi
ketentuan undang-undang serta regulasi yang mengatur tindakannya, tetapi
ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya
wewenang itu.

2. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat pemerintahan
menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu tujuan lain
dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

3. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan bukan untuk tujuan

kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.?®

2" A’an Efendi, “Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenanga Dalam
Tindak Pidana Korupsi, Kajuan Putusan Nomor 977 K/Pid/2004.” Jurnal Yudisial Vol 12
No. 3 Desember 2019: 327-344, him. 334.

28 1bid.

2 1bid.
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Suatu perbuatan dinyatakan sebuah perbuatan pernyalahgunaan wewenang

apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu

1. Adanya perbuatan yang disengaja.
2. Adanya pengalihan tujuan dari wewenang yang telah diberikan.

3. Adanya keterlibatan kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan umum.

F.  Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran
berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada
masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau
kesejahteraan masyarakat.*

Dengan meninjau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu
aparatur negara, merupakan salah satu cara untuk mengetahui pandangan hukum
Islam terhadap perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Dengan berlandaskan
teori-teori yang telah disebutkan di atas, disimpulkan bahwa dalam penelitian ini,
kerangka yang digunakan adalah : Pertama, tindak pidana sebagai perbuatan
menyimpang yang dihukum oleh undang-undang. Kedua, figh jinayat sebagai
hukum Islam terhadap tindak pidana. Ketiga, tindak pidana korupsi, sebagai tindak

pidana yang diatur oleh Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana

% Agnes Sediana Milasari D. ,”Program Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya.”
dalam https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-
program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html diakses pada tanggal 25 Maret 2021.
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Korupsi dan Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Keempat, pegawai
aparatur sipil negara, yaitu warga sipil yang diangkat oleh penyelenggara negara
melalui undang-undang. Kelima, penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelewengan
yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau yang mempunyai kuasa. Keenam,

bantuan sosial, sebagai objek pencegahan terjadinya resiko sosial.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah
yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan
menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap
fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas
permasalahan-permasalahan®

Dalam mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan penulis, maka
penulis menggunakan pendekatan secara normatif yuridis. Prinsip metode
penelitian yurdis normatif adalah menemukan masalah kemudian menuju kepada
identifikasi masalah dan apada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.?

Sesuai dengan jenis penelitiannnya yakni penelitian normatif yuridis, maka
digunakan pendekatan terhadap kepustakaan yang berpedoman terhadap peraturan
— peraturan, buku, serta literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang
ingin diteliti.
B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan
hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, yang pertama bahan hukum primer,

bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aoutoritatif, artinya

81 Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, him. 18.
%2 Roni Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia, 2010, him. 34
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mempunyai otoritas. Adapun data primer yang dimaksud adalah Undang Undang
Dasar 1945 dan keseluruhan sumber Hukum Islam yang menjadi dasar hukum
terkait pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam oleh negara. Yang kedua
adalah bahan hukum sekunder, yakni bahan — bahan pendukung yang memiliki
hubungan keterkaitan dengan data primer untuk menjawab permasalahan yang ada
dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Diantara data sekunder tersebut
adalah : buku — buku, tesis, jurnal, laporan, situs internet, dokumen, literatur dan
lain sebagainya. Yang terakhir adalah, bahan tersier, yakni bahan — bahan tambahan
yang memberikan penjelasan apapun yang akan melengkapi data primer dan
skunder. Diantaranya adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan

lainnya.

C. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yakni
upaya untuk menganalisis data, mengorganisir data, memilah data, mencari data
dan menemukan pola sehingga dapat di tafsirkan sesuai dengan data yang
berhubungan dengan penelitian. Data yang disampaikan dapat berupa kata — kata,
dan tabel. Sehingga data yang tersusun secara teratur dan sistematis dapat

menghasilkan kesimpulan terhadap data yang diteliti.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak COVID-19

Semakin meluasnya penyebaran virus covid-19 ke seluruh penjuru Indonesia
membuat pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan tersebut
dikeluarkan dengan harapan dapat mereduksi penyebaran virus covid-19, sesuai
dengan pasal 4 ayat (1) peraturan tersebut yang berbunyi,

“Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;

b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau

c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. "

Namun peraturan dari pemerintah tersebut bukan tanpa cela, dengan
pembatasan tempat atau fasilitas umum, maka terbatas pula pergerakan ekonomi
Indonesia. Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan
ekstrim akan meningkat hingga 922 juta orang di seluruh dunia akibat dari

pembatasan sosial ini.®* Dari semua kalangan masyarakat, tentu kelompok

% Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

% Fakhrul Rozi Yamali & Ririn Noviyanti Putri, Dampak Covid-19 Terhadap
Ekonomi Indonesia, Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), 2020, him. 387.
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masyarakat menengah dan kebawah yang paling rentan terdampak ekonomi akibiat

pandemi ini dengan menurunnya pendapatan atau daya beli masyarakat.

Atas dasar penurunan taraf ekonomi yang diakibatkan oleh pembatasan sosial
berskala besar, Menteri Sosial Republik Indonesia saat itu mengeluarkan program
bantuan sosial berupa sembako dan tunai terhadap masyarakat terdampak, sesuai
dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020
tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam
Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tentu hal tersebut
bagaikan angin segar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terdampak virus
covid-19, namun dalam praktiknya, ternyata pelaksanaan bantuan sosial tersebut

tidak terlepas dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah petinggi negara.

B. Pelaksanaan Pidana Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pada Masa

Covid -19

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia memiliki peraturan
tersendiri, diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia. Peraturan
tentang korupsi tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan-peraturan tersebut
disahkan dengan harapan kasus korupsi di Indonesia setidaknya dapat ditekan
bahkan menghilang, namun manusia tetap sebuah entitas yang tidak dapat
diprediksi baik hati dan tindak tanduknya. Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak

berkurang sebagaimana mestinya, bahkan semakin bertambah dan sudah menjadi
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rahasia umum bahwa korupsi dan Indonesia adalah suatu hal yang tidak dapat
dipisahkan lagi. Mayoritas pelaku dari korupsi terjadi di dalam pemerintahan
negara sendiri, baik itu kasus penggelapan uang negara, penyalahgunaan
wewenang, atau suap terhadap oknum pemerintah. Perbuatan korupsi seperti ini
bagai wabah penyakit yang tidak bisa disembuhkan meskipun berbagai obat dan

operasi telah dilakukan.

Dengan meluasnya penyebaran covid-19 dan menurunnya daya hidup
masyarakat, terutama masyarat kelas menengah kebawah, pada April tahun 2020
Pemerintah Indonesia membuat agenda pengadaan lelang bantuan sosial berupa
sembako kepada masyarakat yang terbagi menjadi 12 tahap sepanjang bulan April

tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020.

Hal ini diketahui oleh salah satu pengusaha dari PT Mandala Hamonangan
Sude untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai suplier bahan sembako bantuan
sosial Pemerintahan Republik Indonesia, namun tidak memenuhi kualifikasi setelah
melakukan koordinasi dengan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian

Sosial.®®

Atas sebuah saran, pengusaha tersebut menghubungi Direktur dari PT Pertani

yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai salah satu penyedia barang dalam

% Aji Prasetyo, Begini Kronologis Mensos Juliari Minta Fee Rp 10 Ribu Paket
Sembako Bansos, dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-kronologis-
mensos-juliari-minta-fee-rp10-ribu-paket-sembako-bansos-1t6037336f69e89, diakses pada
tanggal 01 Maret 2022, pukul 00.00 WIB.
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pengadaan Bantuan Sosial Sembako Penanganan Covid-19 untuk menggunakan

jasanya sebagai supplier untuk persudahaan tersebut.

Pada tanngal 14 bulan Mei tahun 2020, ditunjuk salah satu anggota
Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melalui
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 64/HUK/2020 tentang
Perubaan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang
Penunjukan Kasa Pengguna Anggara Sauan Kerja Kantor Pusat Kementrerian
Sosial Tahun 2020. Selanjutnya mantan Menteri Sosial Negara Republik Indonesia
mengarahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengarik uang komitmen fee
sebesar Rp 10.000,- per paket dan juga uang fee operasional dari penyedia bantuan

sosial sembako.3’

Pada tahap 1, PT Pertani mendapatkan kuota paket sebanyak 90.366 paket.
Pada tahap 3, perseroan yang disebutkan kembali mendapatkan kuota sebanyak
80.177 paket ditambah dengan paket komunitas sebanyak 50.000 paket. Pemberian

fee dilakukan terus menerus sampai dengan tahap 12.

Pemberian fee sebesar Rp 1.280.000.000,- oleh pengusaha tersebut akibat
penunjukan PT Pertani sebagai penyedia Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka
Penanganan COVID-19 kepada mantan Menteri Sosial Republik Indonesia dan dua

oknum Kementerian Sosial Republik Indonesia yang keseluruhannya berjumlah

% Ibid.
% Ibid.
% Ibid.
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1.519.256 paket, bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai penyelenggara

negara.*

Perbuatan serupa juga dilakukan oleh Direktur Utama PT Tigapilar Agro
Utama dengan memberikan uang senilain Rp 1.950.000.000,- kepada mantan
Menteri Sosial Negara Republik Indonesia terkait penujukkan perusahaannya
sebagai penyedia sembako bantuan sosial covid-19. Uang tersebut diberikan
sebagai fee pengadaan bantuan sosial sembako covid-19 tahap 9, 10, tahap

komunitas dan tahap 12 yang jumlahnya 115.000 paket.

Setidaknya terdapat lima orang yang terlibat dalam kasus ini, mantan Menteri
Sosial Republik Indonesia, dua pejabat Kementrian Sosial Republik Indonesia,
serta dua orang selaku pemilik perusahaan berbeda yang melakukan suap terhadap
Kementrian Sosial dalam pengadaan barang bantuan sosial. Perbuatan korupsi

tersebut mengakibatkan :

a. Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia disangkakan melanggar
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi,

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri

% Ibid.
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atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji
padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan
jabatannya.”
atau Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
berbunyi,
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya;

b. pegawali negeri atau penyelenggara negara yang menerima

hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah
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tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena
telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Oknum pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia disangkakan
melanggar pasal yang sama dengan mantan Menteri Sosial Republik
Indonesia ditambah dengan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55
ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi,
“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara
baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta
dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat
dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk
mengurus atau mengawasinya.”
Sementara pengusaha dan direktur utama perusahaan yang melakukan
suap terhadap mantan Menteri Sosial Republik Indonesia guna
mengerjakan paket bantuan dana sosial disangkakan melanggar Pasal 5

ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor
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20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi,
“1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang
yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dengan maksud supaya
pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan
sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan
atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi,
“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai
negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat
pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau

janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau
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denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah).”

Menilik pada awal masa pandemi covid-19, Ketua Umum Komisi
Pemberantasan Korupsi pernah mengutarakan bahwa beliau akan mengajukan
hukuman mati bagi siapapun yang melakukan korupsi terhadap bantuan dana sosial.
Hal ini berdasar atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi,

1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Namun seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak disebutkan dalam sangkaan pasal yang

menjerat mantan menteri sosial Republik Indonesia.

Dalam analisa penulis, tidak digunakannya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 dalam sangkaan pasal yang menjerat mantan menteri sosial
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Republik Indonesia disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut, bunyi dari

penjelasan tersebut adalah;

“Yang dimaksud dengan ‘“keadaan tertentu” dalam ketentuan ini
dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak
pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan
undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi becana alam nasional, sebagai
pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan Krisis

ekonomi dan moneter.”

Berdasarkan penjelasan dari ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa
tindakan korupsi yang dapat dijatuh hukuman pidana mati diharuskan memenubhi
salah satu atau semua kriteria yang disebutkan dalam penjelasan tersebut, kriteria-

Kriteria tersebut yaitu;

1. Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
Keadaan bahaya yang dimaksud dalam poin ini adalah jenis-jenis bahaya
yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1946 Tentang
Keadaan Bahaya Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi;

“Keadaan bahaya dinyatakan, jika terjadi :
a. Serangan,
b. Bahaya serangan,
c. Pemberontakan atau perusuhan, hingga dikhawatirkan
pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya,

d. Bencana alam.”
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2.

Terjadinya bencana alam secara nasional,
Bencana alam yang disebutkan baik dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya disebutkan di dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Pasal 1 ayat (1) sampai dengan payat (4) yang berbunyi;

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.

3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,

dan wabah penyakit.
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4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan
oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok
atau antar komunitas masyarakat, dan teror.”

3. Adanya pengulangan tindakan korupsi,

4. Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Krisis ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan yang berbunyi;
“Krisis Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang
gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien,
yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi

)

dan keuangan.’

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan di atas, penulis menarik
sebuah kesimpulan bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan dalam sangkaan
pasal yang menjerat mantan Menteri Sosial Republik Indonesia karena di dalam
penjelasan ayat tersebut menyebutkan Kkriteria-kriteria yang harus terpenuhi supaya
ayat tersebut dapat berlaku. Pandemi covid-19 tidak termasuk dalam Kriteria-
kriteria tersebut, meskipun virus covid-19 telah menyebar di seluruh Indonesia,
bahkan di dunia, namun tidak dapat menyebabkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku.

Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 24
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Tahun 2007 Pasal 1 ayat (4) adalah bencana non-alam, sementara kriteria yang
disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satunya adalah bencana.
Dengan begitu penulis menyimpulkan bahwa pandemi covid-19 tidak dapat
memberlakukan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena covid-19
merupakan bencana non-alam, bukan bencana alam seperti dalam ketentuan

penjelasan ayat tersebut.

Lain dari pada alasan secara hukum di atas, penjatuhan hukuman mati bagi
pelaku tindak pidana korupsi maupun bagi siapapun tentu melahirkan berbagai
pandangan, terdapat pandangan yang mendukung hukuman mati dan ada pula yang
menolak untuk memberlakukan hukuman mati, meskipun penjatuhan hukuman

mati tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hukuman mati untuk sebagian kelompok orang dianggap sebagai hukuman
yang cacat dan gagal, sebab pemberlakuan hukuman mati tidak memandang hak
asasi manusia. Selain tidak memandang hak asasi manusia, penjatuhan hukuman
mati dianggap sebagai kekerasan terhadap masyarakat yang pada akhirnya
melahirkan sebuah ungkapan dimaa terdapat kekerasan, maka di situ pula terdapat
sebuah kegagalan. Apabila dimasukkan ke dalam konteks hukuman mati, maka
dapat diartikan sebagai kegagalan negara dalam menjaga hak-hak asasi warga

negaranya.
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Di lain sisi, pada umumnya pelaksanaan hukuman mati dilakukan dan
dipertontonkan kepada khalayak umum layaknya sebuah pertunjukan. Pertunjukan
tersebut menjadi hiburan bagi masyarakat yang direkonstruksi sosial melalui prose
objektivitas, sehingga ketika masyarakat mendengar bahwa terdapat pesakitan
dihukum mati, maka mereka akan bersorak dan bertepuk tangan. Fourcault
memberikan pandangannya terhadap drama eksekusi publik, menurutnya kegiatan
tersebut merupakan sebuah relasi sadistis antara orang yang melakukan eksekusi,
orang yang dieksekusi, dan penonton yang dalam hal ini adalah warga neagra. Hal
inilah yang menyebabkan apa yang dikatakan pleasure of viewing dan menjadi

perhatian bagi para ahli hak asasi manusia.

Wisnu Adihartono Reksodirdjo mengutip pernyataan Goodwin dan Brofen
yang menyiratkan bahwa sebuah kematian adalah sebuah fenomena alam yang
tidak dapat dihindari oleh setiap insan manusia, akan tetapi bagaimana manusia itu
mati tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, media, masyarakat, bahkan
agama. Mati dan kematian di masa kontemporer adalah sesuatu yang sosial dan
dikonstruksi secara sosial. Mati dan kematian tidak lagi terjadi secara alami seperti
dahulu kala. Ketika mati dan kematian sudah dikonstruksi dan direpresentasi secara
sosial oleh masyarakat, maka ini suatu pertanda bahaya. Masyarakat secara implisit

dipaksa oleh negara dan media sebagai pelaku pembunuhan.*°

40 Wisnu Adihartono Reksodirdjo. dkk, Menolak Hukuman Mati Perspektif
Intelektual Muda, Yogyakarta : Kanisius, 2015, him. 85.
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C. Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pada Masa Covid-19 Dalam
Tinjauan Hukum Islam
Pada dasarnya, Islam tidak mengenal istilah korupsi, sebab istilah korupsi
adalah istilah modern, namun apabila yang dimaksud adalah substansi dari korupsi
tersebut, maka korupsi di dalam Islam dapat ditelusuri menjadi beberapa bagian

berikut,

1. Ghulul

Ghulul berasal dari kata kerja JS:,-;JL; yang memiliki masdar -M\-J{J\
Mb&iﬂ\ semuanya diartikan oleh lbnu al-Manzhur dengan

A ~ s - < .
’icj\ 5> V;;LJ\ﬁ.u yang berarti sangat kehausan atau kepanasan.*!

Dikemukakan dalam al-Mu jam al Wasit bahwa kata ghulul dari kata kerja

L}igJ; yang memiliki arti gj;cj g;,d\ 3 5 berkhianat dalam

pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.*?

Ghulul secara terminologis dikemukakan oleh Rawas Qala’arji dan Hamid

Sadiq Qunaibi dengan 455 3455 fc;i.\\ 32 yang artinya mengambil

41 Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bun Manzur al-Afrigi al-Mishri,
Lisan al- ‘4rab, Beirut : Daru Sadir, tth, jilid 11, hIm.499.

“2 1brahim Anis, Abdul Halim Muntasir, dkk. Al-Mu jam al-Wasit, Mesir : Dar al-
Ma’arif, 1972, hlm. 659.
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sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya.** Dalam kitab al-Zawajir
dijelaskan bahwa ghulul adalah tindakan mengkhususkan/memisahkan
yang dilakukan oleh salahh seorang tentara, baik ia seorang pemimpin ata
bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa
menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi

lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.**

Adapun kata ghulul disebutkan dalam firman Allah Surah Ali ‘Imran (3)

ayat 161 yang berbunyi :

z/s'; \?’51;:6/\;2} o 11\:“ ;t ,)z/ ’//Eﬁ{/ ::“/ /.g\:./
gxﬁfdyrﬂ 3"..,\/9.’.;}5 ;?,J-\-'adv J—'ﬂu\‘,ﬁ%u )
SN a5 E32S s
“Tidak mungkin seorang Rasulullah berkhianat (dalam urusan harta
rampasan perang). Barangsiapa berkhianat niscaya pada hari Kiamat
ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian
setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa
yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. "*°
Dari beberapa uraian di atas, istilah ghulul memiliki makna sebatas tindakan
pengambilan, penggelapan, berlaku curang, dan khianat terhadap harta
rampasan perang. Kemudian Rasulullah memperjelas makna ghulul dalam

hadisnya;

a. Hadiah

4 Muhammad Rawas Qala’arji dan Hamid Shadiq Qunaibi, Mu jam Lughat al-

Fugaha, Beirut : Dar al-Naffis, 1985, him.334.

# Muhammad bin Salim bin Sa’id Babashil al-Syafi’i, Is ad al-Rafiq wa Bughiyyah

al-Sadig Syarh Matn Sulam al-Taufig ila Mahabbatillah ‘ala al-Tahqig, Indonesia : ttp,
Dar lhya al-Kutub al-‘Arabiyyabh, tth, jilid 2, hlm. 98.

% Tim Penerjemah Al-Qur’an Ull, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya,

Yogyakarta: Ull Press, 2014, him. 125.

38



i Jed g

“Hadiah yang diterima pejabat itu suatu kecurangan’*®

b. Komisi

/
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“Barang siapa yang kami beri tugas akan suatu jabatan dan kami

memberinya rezki (gaji rutin), maka apa-apa yang diambilnya selain
itu (gaji) berarti kecurangan”*’
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“Dari Zaid bi Khalid al-Juhani (diriwayatkan bahwa seorang sahabat
Nabi) meninggal pada waktu penakhlukan Khaibar, maka para sahabat
melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda
Shalatkanlah kawanmu itu. Maka berubahlah wajah orang-orang
karena sabda tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda : rekanmu itu
telah melakukan ghulul dalam perang, maka kamipun memeriksa

46 Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, I’anat al-Mustafid Bishrah Kitab al-

Tauhid (Maktabah Syameela), Libanon : Muasasat ar-Risalah, Edisi Ketiga 1423 H 2002
M, juz 2, him. 291.

47 Dr. Wahba bin Mustafa al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al- ‘Agidah Walsharii’ah

Walmanhaj (Maktabah Syameela), Damaskus : Dar al-Fikr, Edisi Kedua 1418 H, juz 3,
him. 134.
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barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang-orang
Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham.”*®

Hadist tersebut menceritakan tentang salah satu sahabat yang mengikuti
perang khaibar. Dia mengambil harta korupsi atas harta rampasan
perang dengan jumlah tidak lebih dari dua dirham. Hadist ini
menjelaskan bahwa begitu besar dosa tindakan korupsi walaupun
jumlahnya tidak seberapa sampai Rasul tidak mau ikut untuk

menyelenggarakan shalat jenazah dari pelaku korupsi.

2. Risywah

Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa arab )_iJ;LZJ’ yang

A
memiliki masdar f}.g atau ?}..uj yang berarti J.ZQ-\ upah, hadiah, komisi

atau suap. Ibnu Manzhur mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang

risywah yang terbentuk dari kalimat é_ﬂ\\_lj sebagai anak burung yang

merengek ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.*®
Secara terminologis, terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh

beberapa ulama figh, diantaranya;

48 Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr
Al-Adzi Al-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Maktabah Syameela), Beirut : Almaktabah al-
‘Asryah, tth, juz 3, hlm. 69.

9 Ibnu Manzhur, Lisan al- ‘4rab, Beirut : Daru Sadir, tth, jilid 14, him. 322.
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a. Risywah adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk
memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatilkan yang hag atau
membenarkan yang jelas-jelas batil”.>

b. Risywah adalah:“sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim
atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau
memperoleh keinginannya”.>!

c. Risywah adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang
mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan
perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa
yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda

karena ada sesuatu kepentingan”.>?

Singkatnya, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka
mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka

membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa risywah melibatkan tiga
unsur utama, yaitu;
a. Pihak pemberi suap, orang atau badan yang menyerahkan harta dalam

bentuk uang atau jasa untuk mencapai tujuannya.

% Muhammad Rawwas Hamid Shadiq Qunaibi Qal’anaji, Mujam Lughah al-
Fugaha’, Beirut : Dar al-Nafaais, 1988, him. 223.

5t Abdullah Bin Abdul Muhsin, Jariimah al-Rasywati fi asy-Syari ati al-1slamiyyati
(alih bahasa : Mukhatab Hamzah, Suap dalam Pandangan Islam), Jakarta : Gema Insani
Press, 2001, him. 10.

52 Yusuf al-Qardhawi, Al-lbadah fil Islam (alih bahasa : Abdurrahim Rahman,
Ibadah dalam Islam), Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2005, him. 456.
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b. Pihak penerima pemberian suap, orang atau badan yang menerima harta
baik dalam bentuk uang atau jasa untuk melaksanakan tujuan dari
pemberi suap.

c. Barang/jasa yang diserahterimakan, harta yang dapat berupa uang atau
jasa yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang

diminta oleh pemberi suap.

Akan tetapi dalam beberapa kesempatan, risywah melibatkan pihak
keempat sebagai perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa
terdiri dari beberapa pihak selama semua pihak berurusan langsung dengan

tindakan yang dilakukan.

Di dalam syariat Islam, perbuatan suap adalah perbuatan yang dilaknat oleh

Allah dan Rasulullah sebagaimana dalam bebrapa hadist berikut,

- /

) 4160 it ol 5 S W gl 81 3 s 22

/ /

@\f@)\uduj\i\u&usd \\s\,\.ii\ qu ).«,J\
A ] ’jo\tﬁéib\g?j}{xg;ﬁb\gg&éifj}\,\;&g;m
A N 5 JB e e ) 5

'Beritahu kami Abdul Wahid Bin Ahmad Malihi Saya Abdul Rahman
bin Abi Shurayh | Abu al-Qasim al-Baghawi Tna Ali bin Ja'd I Ibnu Abi
serigala Harits bin Abdul Rahman Abu Salamah bin Abdul Rahman
Abdullah bin Amr ra. Rasulullah SAW bersabda: “Semoga Allah
melaknat penyuap dan penerima suap. >3

%3 Muhyi al-Sunnah, Abu Muhammad al-Husain bin Masoud al-Baghawi, Ma 'alim
al-Tanzil fi Tafsir al-Quran (Maktabah Syameela), Riyad : Dar at-Taibah, Edisi ke-4 1997,
juz 3, him. 59.
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“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah
menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada
kami Ibnu Abu Dzi'b dari pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari
Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat penyuap dan
penerima suap.”™*

fol 55 Catfodlly sl s e 1o ) J 025 530 J6 08 5
s ot o o3
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“Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari
keduanya >

Selain itu, perbuatan suap menyuap baik terhadap pihak yang memberi
suap, yang menerima suap, maupun barang atau jasa yang dijadikan sebagai
perantara suap, diharamkan oleh Islam karena dari suap muncul permainan
hukum yang dapat memutar balikkan fakta serta menjadikan orang tidak
dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Hal ini dituangkan

dalam Al-Qur’an surah Al-Bagarah [2] ayat 188 ;

5 Muhammad ibn Abd al-Hadi al-Tatwi, Abu al-Hasan, Nur al-Din al-Sindi,
Hashyat al-Sindii ‘Ala Sunan Ibn Majah = Kifayah al-Hajat fi Sharh Sunan lbn Majah
(Maktabah Syameela), Beirut : Dar Al-Jeel, tth, juz 2, him. 49.

% Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti, Al-Dur Al-Manthur
(Maktabah Shameela), Beirut : Dar Al-Fikr, juz 3, him. 82.
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“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagia yang lain di
antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa
urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian

dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, pafahal kamu
mengetahui. ™

Risywah memiliki beberapa macam dalam aplikasinya, diantaranya;

a. Suap untuk membatilkan yang hak dan membenarkan yang batil
Di dalam agama Islam, segala sesuatu yang dijadikan perantara agar
membenarkan suatu kebatilan atau berbuat dzalim atas kebenaran
adalah haram, maka dari itu suap yang jelas-jelas membatilkan
kebenaran diharamkan dalam Islam dan harta atau jasa yang menjadi
perantara suap tersebut haram hukumnya untuk dimakan atau
digunakan.

b. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan
Adapun suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah
kebatilan, ulama memiliki dua persepsi,

1) Ulama yang tidak memperbolehkan
Ulama yang dengan keras menentang hal ini adalah Imam as-
Syaukani dengan alasan hadist-hadist yang telah disebutkan diatas,

dan firman Allah dalam surat al-Bagarah [2] ayat 188.

% Tim Penerjemah Al-Quran Ull, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya,
Yogyakarta: Ull Press, 2014, him. 50-51.
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Syamsul Haq al-Azim Abadi dalam pernyataannya mengemukakan
bahwa suap yang dilakukan dengan niat agar kebatilan dan
kedzaliman pihak penerima bisa diubah menjadi yang semakin baik,
sebaiknya tidak dilakukan dalam masalah peradilan dan
pemerintahan, sebab tanpa diberi suap pun membela dan
menegakkan keadilan sudah menjadi tugas hakim dan pemerintah.
Maka tidak layak jika dalam berbuat adil harus memberi suap.®’
Al-Syaukani lebih tegas dalam menanggapi hal ini, beliau
berpendapat bahwa diharamkannya melakukan suap terhadap
seorang hakim secara ijma’ atas dasar sabda Rasulullah yang telah
diungkapkan di atas, menurut beliau upaya atau konsep takhsis
tentang diperbolehkannya menyerahkan suap kepada hakim dalam
rangka menuntut hak, beliau tidak mengerti dengan jenis atau
metode takhsis yang dilakukan, pendapat yang benar adalah tetap
haram secara mutlak dengan dasar sifat keumuman hadis. Bila tidak
ada dalil yang kuat, maka takhsisnya ditolak.>®

Menurut Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. ,memberikan suap atau
menerima suap diperbolehkan untuk memperoleh hak yang mesti
terima, untuk menolak atau memberantas kebatilan yang terjadi

(walaupun banyak yang memperbolehkan) tetap saja akan semakin

5" Syamsul Haq al-Azim Abadi, ‘Aun al-Ma’bud, al-Qahirah : Dar al-Hadist, 2001,
jilid 6, him. 417.

% Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Nail al-Autar, Beirut : Dar al-
Fikr, tth, jilid 9, him. 172.
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rentan terhadap maraknya praktik sogok-menyogok, kolusi, korupsi,
dan nepotisme bahkan akan menubuh-suburkan praktik mafia
peradilan yang tidak terpuji.>®

2) Ulama yang memperbolehkan
Banyak ulama yang memperbolehkan suap dengan alasan bahwa
khawatir akan adanya kedzaliman apabila tidak ada suap. Adapun
ulama-ulama yang memperbolehkan diantaranya adalah
Syamsuddin al-Dzahabi, Dr. Yusuf Qardhawi, Ahman al-
Siharanfuri.
Syamsuddin al-Dzahabi juga memberikan pernyataan yang senada,
“Sesungguhnya laknat/kutukan diberikan kepada penyuap, jika suap
yang dilakukan untuk menyakiti orang muslim atau untuk
mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Adapun suap untuk
memperjuangkan hak yang mesti diterima atau untuk menolak
kezaliman yang mengancam dirinya maka tidak termasuk dalam
kategori suap yang pelakunya terlaknat. Akan tetapi, risywah yang
melibatkan hakim hukumnya tetap haram, baik risywah
dimaksudkan untuk membatalkan yang benar maupun menolak
kezaliman.”®

Dari dua contoh pendapat ulama di atas, Amelia dalam jurnal JURIS

Volume 9 No. 1 memberikan kesimpulan bahwa menyuap

% Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag., Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta :
AMZAH, 2012, him. 94.
80 Al-Dzahabi, Kitab al-Kaba 'ir, Jakarta : Syirkah Dina Mutiara, tth, him. 112

46



merupakan alternatif terakhir atau upaya darurat jika tanpa suap
akan terjadi kemudharatan yang lebih besar. Beliau juga memberi
catatan suap tidak boleh menjadikannya sebagai suatu kebiasaan.®*

c. Suap untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan
Suap jenis yang ketiga ini, dari sudut pandang manapun jelas haram
hukumnya, Allah secara jelas mengharamkan hal ini dalam firman-Nya

di dalam surat an-Nisa [4] ayat 58:
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu nenetapkan dengan adil. %

Dan Surat al-Anfal [8] ayat 27:
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah

dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. ’®®

Suap dengan tujuan meraih jabatan atau pekerjaan tertentu termasuk

tindakan khianat terhadap Allah, karena si penerima suap telah

menyerahkan jabatan atau pekerjaan tertentu tersebut kepada pemberi

suap atau orang yang diwakilkan oleh si pemberi suap yang semestinya

tidak berhak mendapatkannya.

61 Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, JURIS, Vol 9 No.1, 2021, him.69

2 Tim Penerjemah Al-Qur’an UIl, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya,
Yogyakarta: Ull Press, 2014, him. 154.

8 Tim Penerjemah Al-Quran Ull, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya,
Yogyakarta: Ull Press, 2014, him. 319
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Selain dalil-dalil dari Al-Qur’an, terdapat hadist-hadist yang secara
implisit mengharamkan suap untuk memperoleh jabatan,
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“Tidak ada seorang penguasa yang menjabat kepemimpinan di
kalangan kaum muslimin sehingga ia mati, sedangkan dia menipu
mereka, maka tak lain Allah mengharamkan baginya masuk surga. ’®*
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“Jika amanat-amatan itu disia-siakan, maka tunggu saat
kehancurannya”  Ditanyakan,  bagaimana  sia-Sianya?  Rasul
menjawab; “Jika perkara diserahkan kepada orang yang bukan
ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya.”®

Ada hal yang perlu dijadikan catatan, yaitu tentang hadiah, sebab dalam
praktiknya hadiah dapat berubah satatusnya menjadi suap apabila
dimaksudkan untuk kepentingan atau tujuan tertentu.

Abdullah bin Abdul Muhsin menyatakan bahwa terdapat ciri-ciri yang

membuat hadiah disamakan dengan suap, yaitu,

® Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Nisaburi, Al-Musnad al-
Sahih al-Mukhtashar Binaqgli al-‘Adil ean aleadl 'iilaa rasul allah salaa allah ealayh
wasalam (Maktabah Syameela), Beirut : Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi’i, tth, juz 1, hlm. 43.
8 Al Bukhari, al Jami’ah al Shahih al — Mukhtashar Jilid I, him.33
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1) Hadiah yang diberikan atau diterima, dimana antara pemberi dan
penerima (hakim) terkait dalam suatu perkara meskipun tidak secara
langsung. Terlepas dari pihak-pihak tersebut pernah memberikan
hadiah sebelum menjadi hakim maupun keduanya memiliki
hubungan darah atau tidak.

2) Hadiah yang diberikan kepada hakim atau penerima sedang dalam
proses suatu perkara dan belum pernah mendapatkan hadiah dari
pemberi hadiah sebelum menjadi hakim.

3) Hadiah yang pemberi dan penerimanya (hakim) tidak sedang dalam
suatu perkara dan penerima pernah mendapat hadiah dari pemberi
sebelum menjadi hakim, namun ditambah jumlah hadiah dan waktu
pemberiannya diperbanyak setelah menjadi hakim. Penambahan itu
yang membuat pemberian hadiah terhadap hakim tidak
diperbolehkannya.

4) Hadiah dari seseorang yang disebabkan karena orang tersebut

menjadi hakim.®®

Salain yang diungkapkan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) menanggapi dalam fatwanya tentang hadiah

kepada pejabat;

% Abdullah Bin Abdul Muhsin, Jariimah al-Rasywati fi asy-Syari ati al-1slamiyyati
(alih bahasa : Mukhatab Hamzah, Suap dalam Pandangan Islam), Jakarta : Gema Insani
Press, 2001, him. 31.
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1) Apabila pernah memberikan hadiah sebelum pejabat tersebut
menduduki sebuah jabatan, maka halal hukumnya pemberian
tersebut, begitu pula dengan menerimanya.

2) Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat
tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga
kemungkinan:

a. Apabila antara kedua belah pihak tidak dalam sebuah urusan
atau kepentingan, maka pemberian maupun menerima
hadiah tersebut tidak dinyatakan haram.

b. Apabila antara kedua belah pihak berada dalam suatu
perkara atau kepentingan, maka haram hukumnya menerima
pemberian tersebut bagi pemegang kekuasaan, sedangankan
orang yang memberikan menjadi haram hukumnya apabila
terdapat maksud-maksud di balik pemberian tersebut.

c. Apabila kedua belah pihak berada dalam suatu perkara atau
kepentingan, maka hukum bagi penerima hadiah tersebut
adalah haram, sedangankan bagi pemberi apabila tidak
adanya kepentingan dalam memberikan hadiah tersebut
terlepas dari pemberian tersebut dilakukan sebelum maupun

sesudah terjadinya urusan adalah halal.
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3. Ghasab

Ghasab berasal dari kata kerja "Cas — Coaky - Soa" yang berarti

v|¢,/‘/4,: 71: . . .
G55 1745 335" yaitu mengambil secara paksa dan zalim.®” Muhammad
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al-al-Syarbini menjelaskan ghasab sebagai 33 WL flﬁ/ﬁ‘” I fqum

"z~ Pt FO ’.; - . . - .
15> Gl 341 yang memiliki arti mengambil sesuatu secara zalim,

sebelum mengambilnya secara zalim (ia melakukannya juga) secara terang-
terangan.% Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan ghasab secara etimologis
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e G 5 =)} 3" mengambil sesuau secara zalim,
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dengan "s ;&) 58

baik yang diambil itu harta atau yang lain.®

Secara terminologis, ghasab didefinisikan sebagai sebagai upaya untuk
menguasai hak orang lain secara permusihan/terang-terangan.’”® Dr. H. M.
Nurul Irfan, M.Ag. dalam bukunya menyatakan ghasab adalah mengambil

harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur

" lbrahim Anis, dkk., al-Mu jam al-Wasit, Mesir : Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah,
1972 cet. Ke-2, him.653

68 Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma rifati Ma’ani al-
Fazi al-Minhaj, Beirut : Dar al-Fikr, tth, jilid 2, him. 275

% Al-Jurjani, Kitab al-Ta 'rifat, Jakarta : Dar al-Hikmah, tth, him. 162

" Muhammad al Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma’ani al-
Fazi al-Minhaj, Beirut : Dar-al-Fikr, tth, jilid 2, him. 275
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pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-
terangan.”

Al-Zuhaili menyatakan hukum ghasab adalah haram dan merupakan sebuah
maksiat besar walau barang yang diambil atau dikuasai tersebut tidak
mencapai nisab pencurian.’?

Dalil diharamkannya ghasab terdapat di dalam Al-Quran;

Surah al-Bagarah [2] ayat 188 seperti di atas dan Surah an-Nisa’ [4] ayat 29

yang berbunyi,
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.” ™

Dari dua ayat tersebut, secara tegas Allah melarang memakan harta orang

lain secara batil.”* Perbuatan mengambil harta dengan cara batil ini adalah

" Dr. H. M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta : AMZAH,
2012, him.106

2 Al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Beirut : Dar al-Fikr, 1997, jilid 6, him.
4787.

" Tim Penerjemah Al-Quran UIl, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya,
Yogyakarta: Ull Press, 2014, him. 146-147.

4 Dalam hadist ini, al-Qurthubi menjelaskan bahwa lawan bicara di dalam ayat ini
meliputi keseluruhan umat Rasulullah. Termasuk dari cara-cara memakan harta tidak benar
adalah perjudian, penipuan, ghasab, ingkar janji, segala upaya yang berakibat buruk pada
diri sendiri pemilik harta tersebut, atau berbagai usaha yang dilarang oleh syariat, sekalipun
oleh diri pemilik, hal ini seperti uang yang berasal dari upah PSK, upah yang didapat dari
dukun, paranormal, uang yang dihasilkan dari bisnis babi, dan lain-lain. (Lihat al-San’ani,
Subul al-Salam, jilid 3, hIm. 73).
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perbuatan ghasab karena mempunyai unsur merugikan orang lain hal ini

didukung oleh sunah Rasulullah yang berbunyi,
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“Dari Jabi radhiallahu’anhu di tengah haji bersama Nabi
Shallallahu’alaihi Wasallam: “... sehingga saat matahari tergelincir,
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar unta Al-
Qashwa’ dipersiapkan. la pun dipasangi pelana. Lalu Nabi Shallallahu
‘alaihi wa sallam mendatangi tengah lembah dan berkhutbah:
‘Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram bagi sesama kalian.
Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian
ini...””""

Ahmad al-Syarbini al-Khatib menyatakan di dalam bukunya, bahwa

seseorang yang meng-ghasab harta milik orang lain  wajib

mengembalikannya.’

Perbuatan ghasab tidak hanya terbatas pada benda bergerak, namun juga

terhadap benda tak bergerak, contohnya adalah masalah batas kepemilikan

tanah atau perseteruan dan persengketaan tanah yang sering terjadi di

masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, seseorang tidak boleh saling

> Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-
Zahiri, Hujat al-Wada’i (Maktabah Syameela), Riyadh : Bait al-Afkar, tth, juz 1, him 169.

" Al-Syarbini al-Khatib, al-Igna’ fi halli al-Fazi Abi Syuja, Mesir : Matba’ah
Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1940, jilid 1, him.307
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menzalimi orang lain karena risiko yang cukup berat, baik di dunia maupun
di akhirat.”’
Tindak pidana ghasab apabila dihubungkan dengan hukum di Indonesia
maka dapat dimasukkan dalam jenis sanksi perdata bukan pidana.
Imam al-Nanawi membagi jenis sanksi bagi pelaku ghasab yang dikaitkan
dengan kondisi barang sebagai objek ghasab menjadi tiga kategori;
a. Barang ghasab utuh
Barang yang telah di-ghasab dan masih untuh baik dari segi bentuk
maupun kondisinya, maka wajib mengembalikan barang tersebut.
Apabila barang tersebut bersifat produktif dan menghasilkan
pendapatan bagi pemilik, pelaku ghasab juga diharuskan mengganti
kerugiannya.
b. Barang ghasab lenyap
Apabila barang yang di-ghasab hilang, terdapat dua kemungkinan
dalam mengganti barang tersebut
1) Barang yang jelas jenis, bentuk, dan ukurannya maka wajib untuk
mengembalikannya dangan barang yang sama jenis, bentuk, dan
ukurannya.
2) Barang yang jenis, bentuk, dan ukurannya berbeda, maka diganti
dengan uang sejumlah barang tersebut.

c. Barang ghasab berkurang

" Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Nail al-Autar, Beirut : Dar al-
Fikr, tth, jilid 6, hIm. 63.
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Penentuan sanksi untuk barang ghasab yang berkurang dibedakan

menjadi dua rupa;

1) Barang berupa makhluk hidup, maka pelaku harus mengembalikan
sisanya ditambah dengan ganti rugi uang sejumlah barang yang
berkurang.

2) Barang berupa benda tidak hidup yang jumlahnya berkurang,
berkondisi cacat, pecah, retak, robek, maka yang masih utuh wajib
dikembalikan ditambah dengan mengganti barang yang rusak

tersebut.

Khianat

Kata khianat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari

~
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3\: QL.AY\ yaitu sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan

kepercayaan.’®

8 lbnu Manzhur, Lisan al- ‘4rab, Beirut : Daru Sadir, tth, jilid 13, him. 144.
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Dalam kitab al-Misbah al-Munir, al-Fayyumi mengartikan dengan

Ll ol Jaslh ols Jz\“}i seseorang yang ber-khianat terhadap

sesuatu yang dipercayakan olehnya.”

Sedangkan al-Syaukani dalam Nail al-Autar diberi penjelasan bahwa 3‘.:\;

. A PR A L S :
adalah Ll Caﬁ\ ek Tas Jul i&h Jy» orang yang mengambil

harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya
terhadap pemilik (harta tersebut).®

Al-Raghib al-Asfahani menjelaskan makna khianat dengan kata nifaq
karena keduanya memiliki arti yang tidak baik, dalam bukunya, al-Raghib
mengatakan bahwa al-khiyanat dan al-nifag memiliki arti yang sama,
namun kata khiyanat dikaitkan dengan sebuah janji dan amanat. Sedangkan
nifag dikaitkan dengan utang. Khianat adalah sebuah sikap
menyalahi/menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara

sembunyi-sembunyi atau sepihak.®

® Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Magri al-Fayyumi, al-Misbah al-Munir fi

Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi’i, Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1994, cet. I,
him. 184.

8 Al-Syaukani, Nail al-Autar, Beirut : Dar al-Fikr, tth, jilid 7, him. 304. Dalam buku

ini, al-Syaukani mendefinisikan khianat dengan sifat yang khusus dan spesifik, sebab
beliau mengaitkan khianat dengan penggelapan harta atau kecurangan terhadap harta.

81 Al-Raghib al-Asfahani, Mujam Mufradat al-Fazi Alquran, Beirut : Dar al-Fikr,

tth, him. 62.
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Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan khianat sebagai segala tindakan/upaya
melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya
atau telah berlaku menurut adat kebiasaan.®2

Pelaku khianat tidak diberlakukan hukuman hudud ataupun giyas/diyat,
namun hukum khianat berupa takzir, hal ini disebabkan tidak disebutkannya
hukum khianat secara jelas dan konkret.

Terdapat hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang menceritakan
pengkhianatan salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hatib bin
abi Balta’ah, ia telah membeberkan rahasia kaum muslimin yang sedang
melakukan fathu makkah, apabila tidak adanya kebijaksanaan dan
kemurahan hati Rasulullah, tentulah Hatib bin abi Balta’ah akan

menemukan kepalanya terpenggal oleh Umar bin al-Khathab.
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8 Al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Beirut : Dar al-Fikr, 1997, jilid 8, him.
5876.
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“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said Telah
menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru bin Dinar, katanya telah
mengabarkan kepadaku Al Hasan bin Muhammad ia mendengar
Ubaidullah bin Abu Rafi' mengatakan, aku mendengar Ali radliallahu
‘anhu berujar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku,
Zubair, dan Migdad, pesan beliau: "Berangkatlah kalian hingga kalian
sampai "Raudhah Khakh", sebab disana ada seorang wanita
penunggang unta yang membawa surat, rebutlah surat itu." Kata
Ubaidullah bin Rafi', kami pun berangkat dan kuda kami pacu secepat-
cepatnya hingga kami tiba di Raudah Khakh, disana telah ada ada
seorang wanita menunggang unta. Kami katakan kepadanya; "Tolong
keluarkan suratmu.” "Aku tak membawa surat.” Jawab si wanita
tersebut. Maka terpaksa kami katakana; "Kamu harus keluarkan surat
itu, atau kami yang akan menelanjangi pakaianmu!" Kata Ubaidullah,
maka si wanita itu akhirnya mau mengeluarkan suratnya dari gelung
rambutnya, dan kami bawa surat tersebut kepada Rasulullah
Shallallahu'alaihiwasallam. Ternyata surat tersebut berasal dari
Khatib bin Abu Balta’ah Al Ansahri untuk beberapa orang musyrik
Makkah, memberitakan mereka beberapa kebijakan Rasulullah yang
akan beliau lakukan. Maka Rasulullah shallallahu *alaihi wasallam
menginterogasi Hatib bin Abu Balta'ah dengan berujar "Wahai Hathib,
apa maksudmu menulis surat seperti ini?" Jawab Hathib "Wahai
Rasulullah, jangan engkau terburu-buru menghukumku, aku adalah
seseorang yang dahulu terdampar di Quraisy, -lantas ia jelaskan, dia
adalah sekutunya, namun bukan berasal dari cucu keturunannya-.

.!
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Orang-orang muhajirin yang bersamamu mempunyai banyak kerabat
yang menjaga keluarga dan harta mereka, maka aku juga pingin jika
aku tak punya nasab, aku cari pelindung disisi mereka sehingga
menjaga keakrabanku. Aku lakukan bukan karena aku murtad dari
agamaku, bukan pula berarti aku ridla terhadap kekafiran setelah
kelslaman.™ Rasulullah memberi komentar "Hatib memang telah jujur
kepada kalian." Umar namun menyampaikan sikap kerasnya "Wahai
Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal leher si munafik ini."
Rasulullah mencegahnya seraya berujar "Dia, Hatib, telah ikut perang
badar, siapa tahu Allah telah mengintip semua pengikut perang Badar
dan bertitah "lakukan yang kalian suka, AKU telah mengampuni
kalian, maka turunlah ayat: "Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian ambil musuh-Ku dan musuh kalian sebagai
pelindung, kamu nampakkan kecintaan kepada mereka, padahal,
mereka mengkufuri kebenaran yang datang kepada kalian." -sampai
ayat "Telah sesat dari jalan yang lurus- (QS. Mumtahanah ayat 1). "3

Dari hadist tersebut, didapati beberapa hal;

a. Mukjizat Rasulullah yang mengetahui secara pasti penghianatan
dari Hatib bin Abi Balta’ah.

b. Sebuah pertimbangan Rasulullah dalam memberi hukuman untuk
Hatib bin Abi Balta’ah dengan alasan bahwa hatib telah ikut serta
dalam perang Badar dan kejujurannya dalam menjawab pertanyaan
saat diadili oleh Rasulullah.

c. Ketundukan Umar bin al-Khathab terhadap keputusan Rasulullah
dalam menghukumi Hatib bin Abi Balta’ah, meskipun Umar
berpendapat bahwa hukuman yang setimpat untuk pelaku khianat

adalah hukuman mati.

Selain hadist tersebut, perihal tentang khianat juga dipaparkan dalam firman

Allah Surah al-Anfal (8) ayat 27. Menurut ulama dan pakar tafsir, surah

8 al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, jilid 4, him. 2525-2526. Kitab Istitabah al-Murtadin,
jilid 4, him 2775-2776 bandingkan dengan Ghazwah al-Fath, jilid 3, him. 1691-1692.
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tersebut akibat dari perbuatan Abu Lubabah yang telah membocorkan
keputusan yang akan ditetapkan oleh Sa’ad bin Mu’az terhadap Bani

Quraiza yang mampu bertahan selama 21 hari.

5. Sarigah

Secara etimologis, sariqah bentuk masdar dari kata \5}2 - éf.:z - G

2T,z ATt . r
yang berarti 4L..>- -y Las- ALis) mengambil harta milik seseorag secara

sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.®® Secara terminologis, sarigah
adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih
berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan

oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur

8 Turunnya Surah al-Anfal (8) ayat 27 di dalam riwayat al-Wahidi bermula saat
Rasulullah mengepung pembangkang Yahudi Bani Quraizah selama dua puluh satu malam.
Mereka akhirnya memohon kepada Rasulullah supaya diasingkan layaknya Bani Nadir,
namun permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh Rasulullah selain mereka menyetujui agar
masalah ini ditetapkan secara hukum oleh Sa’ad bin Mu’az. Yahudi Bani Quzairah
menolak dan meminta Rasulullah mengutus Abu Lubabah untuk menyelesaikan masalah
ini, pada akhirnya diutuslah Abu Lubabah untuk menemui mereka. Saat ditanya kepada
Abu Lubabah tentang keputusan hukum dari Sa’ad bin Mu’az, Abu Lubabah menjelaskan
bahwa Bani Quzaini akan dibantai habis oleh keputusan Sa’ad bin Mu’az. Pada saat itu
Abu Lubabah tersadar bahwa perbuatannya merupakan pengkhianatan terhadap Allah dan
Rasul-Nya sehingga Abu Lubabah menghukum dirinya sendiri dengan diikatkan dirinya
pada sebuah tiang hingga turunnya Surah al-Anfal (8) ayat 27. Lihat : Abu al-Hasan Ali
bin al-Wahid, Asbabu Nuzuli al-Qur’an, Riyadh : Dar al-Qiblah li al-Tsagafah al-
Islamiyah, 1984, cet. Ketiga, him. 231-232. Baca juga : M. Quraish Shihab, Tafsir al-
Misbah, Jakarta : Lentera Hati, 2002, jilid 5, hIm. 303-304.

8 A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya :
Pustaka Progressif, 1997, cet. XIV, him. 628.
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syubhat sehingga bila barang tesebut kurang dari sepuluh dirham yang
masih berlaku maka tidak dikatakan sebagai pencurian.8®

Abdul Qadir Audah dalam hal ini membedakan antara pencurian besar dan
pencurian kecil. Pada pencurian besar, pemilik harta mengetahui akan
pengambilan hartanya, tanpa seizin pemilih harta tersebut sehingga terjadi
kekerasan. Sedangkan pencurian kecil, pengambilan harta tidak diketahui
oleh pemilik harta dan dilakukan tanpa seizin pemilik harta.

Mencuri merupakan perbuatan tercela yang memiliki hukum yang berat di
dalam Islam, hukuman ini tertuang di dalam Al-Quran surah al-Maidah [5]

ayat 38:
@ iﬂ 2, Z Y /)/
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“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuru, potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana.”®

Hal ini senada dengan hadis Nabi Sallahu’alaihiwassalam,
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& Al-Jurjani, Kibat al-Ta 'rifat, Jakarta : Dar al-Hikmah, tth, him. 118.
8 Tim Penerjemah Al-Quran UIl, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya,
Yogyakarta: Ull Press, 2014, him.199.
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“Diriwayatkan dari Aisyah r.a ia berkata : ada seorang perempuan
Mahzumiah meminjam barang dan mengingkarinya. Kemudian Nabi
saw menyuruh agar tangan perempuan itu dipotong. Tetapi kemudian
datang keluarganya kepada Usamah bin Zaid dan mengadakan
pengaduan. Selanjutnya Usamah bin Zaid menyampaikan pengaduan
itu kepada Nabi. Nabi saw berkata: “Hai Usamah aku tidak dapat
membiarkan kamu membebaskan had dari Allah Azza wa Jalla”
Kemudian Nabi saw berdiri dan berkhotbah sambil berkata:
“Sesungguhnya kehancuran generasi sebelumnya adalah karena bila
ada orang yang mulia dari mereka mencuri, maka mereka membiarkan,
bila orang lemah (rendah) dari mereka mencuri maka mereka
menegakkan hadd potong tangan. Demi zat di mana jiwaku ada pada-
Nya, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku
memotong tangannya”. Kemudian dipotong tangan perempuan
Mahzumiah tersebut. '

Mencuri berbeda dengan korupsi, perampokan, pencopetan, dan
penjarahan. Mencuri berarti secara diam-diam mencuri barang berharga
milik orang lain yang disimpan di tempat yang aman oleh pemiliknya.
Dengan kata lain, siapapun yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya,
tetapi diamanatkan (dititipkan) kepadanya, maka itu tidak termasuk ke
dalam pencurian. Begitu pula bila mengambil harta berserikat di bidang

usaha, atau mengambil dari uang negara.

8 Abu Bakar Abd al-Razzaq ibn Hammam ibn Nafi’ al-Humairi al-Yamani al-
San’ani, al-Musanaf (Maktabah Shameela), India : al-Majlis al-*Almiu, 1403 H, juz 10,
him. 201.
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Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapati bahwa sarigah memiliki
beberapa unsur agar tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai sarigah,
yaitu;

a. Mengambil barang milik orang lain

Barang yang diambil harus milik orang lain secara pribadi, tidak

dianggap mencuri apabila barang atau harta tersebut dimiliki oleh

bersama atau berserikat.

b. Barang yang diambil berupa harta

c. Barang tersebut diambil dengan cara sembunyi-sembunyi

Barang yang diambil sembunyi-sembunyi ini harus memenuhi 3 syarat,

yaitu;

1) Barang yang diambil berada di tempat penyimpanannya,

2) Barang tersebut dikeluarkan dari tempat penyimpanannya,

3) Adanya proses pemindahan kepemilikan harta.

d. Adanya upaya melawan hukum

Sarigah merupakan salah satu jarimah hudud karena disebutkan secara jelas
di dalam Al-Quran dan hadis. Pelaku dikenakan hukum potong tangan

apabila tindakan tersebut memenuhi beberapa syarat;

a. Hartaatau barang yang diambil atau dicuri berupa benda bergerak/dapat
dipindah,

b. Barang yang dicuri merupakan barang yang berharga,

c. Barang atau harta tersebut disimpan di dalam tempat penyimpanan

harta,
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d. Barang atau harta yang dicuri harus mencapai nisab/batas minimal.

6. Hirabah

A
Hirabah secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata < )\5; -< )’\.;

4 - _ {‘[i///) o /: Y -
=3 - 432 - yang berarti 453 memerangi.®® Adapun secara

terminologis, muharib atau qutta 'u al-tariq adalah mereka yang melakukan
penyerangan dengan membawa senjata kepada suatu komunitas orang
sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat
terbuka secara terang-terangan.%

Hirabah berbeda dengan sarigah, bila modus operandi pelaku sarigah
adalah sembunyi-sembunyi dalam pengambilan harta, maka hirabah
dilakukan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan.

Jadi hirabah adalah tindak aniyaya yang dilakukan oleh perorangan atau
kelompok orang kepada orang lain, baik dilakukan di tempat tertutup
maupun di tempat terbuka, yang bertujuan untuk menguasai atau merampas
harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh
korban atau sekadar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti

pihak korban.%

8 lbrahim Anis, dkk., al-Mu jam al-Wasit, Mesir : Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah,
1972, jilid 1, him. 163.

% 1bid.

%1 Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin
al-Ramli al-Munif, al-Mishri a-Anshari, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Mesir :
Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938, jilid 8, him. 2.
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Hirabah secara tegas disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya Surah al-

Maidah [5] ayat 33;
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“Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah
dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara
silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan
di akhirat mereka beroleh sikksaan yang besar. 7%

v-\
e\

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat ini,
dikutip dari buku M. Quraish Shihab berjudul Tafsir al-Misbah, Pesan,
Kesan, dan Keserasian Alquran, ulama-ulama mazhab Syafi’i dan Abu
Hanifah memahami kata aw (atau) pada ayat ini sebagai rincian yang
disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan bentuk dan jenis kejahatan
yang dilakukan oleh perampok. Sedangkan Imam Malik memahami kata aw
(atau) dalam arti pilihan yaitu empat macam hukuman yang seluruhnya
diserahkan kepada yang berwenang untuk memilih hukuman yang paling

sesuai dan adil dengan kejahatan pelaku.®3

%2 Tim Penerjemah Al-Qur’an Ull, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya,
Yogyakarta: Ull Press, 2014, him. 198.

% M. Quraishh Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan keserasian Alquran,
Ciputat : Lentera Hati, 2001, cet. 1, jilid 3, him. 79-80.
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Selain dari Al-Quran, Imam al-Bukhari, Muslin, dan al-Nasa’i
meriwayatkan sebuah hadis yang menjadi sebab diturunkannya al-Maidah

[5] ayat 33 diatas, hadist tersebut berbunyi;
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“Dari Anas bin Malik, sesungguhnya ada sekelompok orang dari (suku
Urainah) yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan
Rasulullah, namun mereka sakit karena tidak cocok dengan cuaca
dikota Madinah. Pada waktu itu Rasulullah bersabda kepada mereka,
jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat, di
situ terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah/zakat, di
sana kalia bisa meminum air susunya dan air kencing unta-unta
tersebut. Mereka pun kemudian melakukan pa yang diperintahkan
Rasulullah sehingga mereka sembuh dan sehat. Namun setelah itu
mereka menuju ke beberapa orang yang menggembalakannya untuk
membantai seluruh penggembala unta milik Rasulullah tersebut,
kemudian seluruhnya murtad dan keluar dari agama Islam, bahkan
mereka juga menggiring (untuk dirampok) beberapa ekor unta milik
Rasulullah, hal ihwal mereka itu akhirnya sampai didengar oleh
Rasulullah, kemudian beliau mengutus pasukan untuk mengejar dan
menghukum mereka. Setelah mereka tertangkap lalu didatangkan
kepada Rasulullah maka beliau memotong tangan-tnngan dan kaki
mereka, dicongkel matanya, dan ditinggalkan di bawah terik matahari
sampai akhirnya mati.”%

% Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahth
Muslim, Mesir: Tijariah Kubra, tth, Juz 111, him. 101-102.
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7. Al-Maks

Al-maks memiliki arti memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi,
berasal dari kata Ji‘&:.\\ yang memiliki masdar JL(.g - J/S;

Definisi al-maks menurut para ahli :

a. lbnu Manzhur
Beliau mengartikan kata al-maks dengan cukai, bahkan secara lebih
detail ia mengemukakan al-maks adalah sejumlah uang (dirham) yang
diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliah.%

b. Ahmad al-Siharanfuri
Al-maks adalah cukai yang diambil pelaku yaitu sebesar 1/10 (dari harta
seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezaliman. Seorang
penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada
kezaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta
pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam
melaksanakan pemungutan dimaksud).%

€. Muhammad bin Salim bin Sa’id Babashil
Al-maks adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasa-penguasa
secara zalim, berkaitan dengan harta-harta manusia, (aturan ini) diatur

dengan undang-undang yang sengaja dibuat/diada-adakan.®’ Babashil

% lbnu Manzhur, Lisan al- ‘4rab, Beirut : Darul Sadir, tth, jilid 6, him.220.

% 1bid.

% Muhammad bin Salim bin Sa’id Babashil, Is ‘ad al-Rafiq wa Bughiyyah al-Sadiq
Syarh Matn Sulam al-Taufig Ila Mahabbatillah ‘ala al-Tahgiq, Indonesia : ttp, Dari
TIhya’al-Kutub al-‘Arabiyyah, tth, jilid 2, hlm. 57.
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lebih lanjut menjelaskan, Para pelaku pungli dengan berbagai
macamnya terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang
menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar dan lain-lain
yan terlibat dalam kezaliman besar ini, bahkan masing-masing pihak
dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan
hak mereka dan memberikan sesuatu yang bukan/tidak termasuk
haknya.%
d. Syamsul Hag Azim
Sahib al-maks adalah seseorang yang mengambil pungutan-pungutan

dari para pedagang yang lalu-lalang dengan nama pungutan 1/10.%°

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa al-maks adalah
sebuah pungutan yang tidak diresmikan oleh pemerintahan yang berlaku

ataupun diadakan secara dibuat-buat/zalim.

Praktik al-maks secara jelas diharamkan oleh Islam melalui firman Allah,

yaitu Surah asy-Syura (42) ayat 42 yang berbunyi,
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“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada
manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu
mendapat azab yang pedih. "%

% bid.

% Syamsul Haq al-‘Azim Abadi, ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud, al-
Qahirah : Dar al-Hadits, 2001, jilid 5, him. 339-340.

100 Tim Penerjemah Al-Quran UIl, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya,
Yogyakarta: Ull Press, 2014, him. 873-874.
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Selain ayat di atas, terdapat beberapa hadist Rasulullah terhadap perbuatan

pungutan liar atau al-maks ini, di antaranya adalah,

rAJJYJJqu d"d LL@WwNLLLJ”’ ’/gy

-

e ol Beasd a0 sy 55
é,.;fla:';\:a\

“Barangsiapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan
merugikan harga dirinya atay hal-hal lainnya, maka hendaknya segera
minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa
yang mana dinar dan dirham tidak berharga (berlaku) lagi. Sebab
(kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunyai amal-
amal shaleh akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak
kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Akan
tetapi, jika ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan
maka dosa-dosa saudaranya (yang dizalimi) itu akan dibebankan
kepada pihak yang berbuat zalim. "**t
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“Dari Ugbah bin Amir, berkata, saya mendengar Rasulullah

Salllallahu’alaihi wassalam bersabda : orang yang melakkan pungutan
liar tidak akan masuk surga.”*%?
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101 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Jaafi, al-Jami’ al-Musnad

al-Sahih al-Mukhtasar min ‘Umur Rasulullahi ‘alaihi wassalam Wasunnah Wa’ayaamuh
= Sahih al-Bukharii (Maktabah Shameela), Beirut : Dar Touq Al-Najat, tth, juz 8, him.

102 Abu Suleiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab Al-Basti,

Ma’alim al-Sunan, Wahu Sharh Sunan ‘Abu Dawud (Maktabah Shameela), Aleppo : al-
Matba’iat al-‘Ilmiat, 1932, juz 3, hlm. 132.
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“Dari Yazid Abi Habib dari Abul Khair berkata, Maslamah bin
Makhlad, gubernur Mesir mengangkat Ruwaifi’ bin Sabit untuk
menjadi petugas pemungut cukai (yang ukurannya 1/10). Maka pada
saat itu Ruwaifi’ berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu’alaihi
wassalam bersabda bahwa pelaku pungutan liar ada dalam neraka. %

-
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“Dari Jaudan berkata, Rasulullah Sallallahu’alaihi wassalam
bersabda, barangsiapa mengemukakan suatu alasan kepada
saudaranya, tetapi saudaranya tersebut tidak menerimanya maka ia
berdosa seperti dosanya pelaku pungutan liar.’*%
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“Pelan-pelan wahai Khalid, demi Allah yang jiwaku ada dalam
genggaman-Nya wanita ini telah bertaubat yang jika taubat itu
dilakukan oleh pelaku pungutan liar, pasti diampuni.” %

8. Al-lkhtilas

Al-ikhtilas berasal dari kata kerja \LZJ5- - uf..}.;: - d:.\; yang memiliki arti

merampas dan mengambil dengan tipuan.'®

103 Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Shaibani,

Musnad al- ‘Tmam ‘Ahmad bin Hanbal (Maktabah Shameela), Beirut : Muasasat al-Risalah,
2001, juz 28, him. 211.

104 Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan lbn Majah

(Maktabah Shameela), tt : Dar ‘Thya al-Kutub al-Arabiyyah, tth, juz 2, him. 1225.

Sahih

105 Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Nisaburi, al-Musnad al-
al-Mukhtasar ~ binagli  al’-Adil ‘An al-‘Adil  iilaa  Rasulullah

Salallahu’alaihiwassalam (Maktabah Shameela), Beirut : Dar lihya’ al-Turath al-‘ Arabii,
tth, juz 3, him. 1323.

106 A W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap, Surabaya :

Pustaka Progressif, 1997, cet. XIV, him.359.
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Ibnu Manzhur menjelaskan kata J’;.@-\ dengan mengambil dalam suasana

lengah dan dengan cara menipu.'%’

. . . 2 1A
Muhammad Zakaria al-Kandahlawi mengartikan bentuk masdarnya «.:li\,

Al-Khulsah adalah mengambil sesuatu secara cepat dan bersegera bukan
dengan jalan sembunyi-sembunyi, sementara pencurian dilakukan dengan
cara sembunyi-sembunyi dan bukan dengan cara menipu dan bersegera.'%
Al-Mubarakfuri mendefinisikan al-ikhtilas sebagai orang yang merampas
harta degnan cara menipu.*®®

Syamsul Haq al-‘Azim Abadi menjelaskan al-ikhtilas secara lengkap
sebagai mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat baik dilakukan
siang maupun malam hari, dalam kitab al-Nihayah disebutkan bahwa al-
khilsah adalah sesuatu yang diambil dengan cara merampas dan
melawan. 1

Dari beberapa definisi di atas, al-ikhtilas dapat definisikan dengan sebuah
usaha untuk menguasai harta orang lain dengan metode merebut, merampas,
dilakukan dengan cepat dan dengan tidak sembunyi-sembunyi, terkadang

terdapat unsur kekerasan atau memperdayai korban.

197 1hnu Manzhur, Lisan al- ‘4rab, Beirut : Darul Sadir, tth, jilid 6, him. 220.

108 Muhammad Zakaria al-Kandahlawi, Aujaz al-Masalik ila Muwatta’i Malik,
Beirut : Dar al-Fikr, 1974, cet. Ke-3, jilid 13, him. 325.

109 Al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami’ al-Tirmidzi, Beirut : Dar al-
Fikr, tth, jilid 5, him. 8.

110 Syamsul Haq a-‘Azim Abadi, ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud, al-
Qahirah : Dar al-Hadits, 2001, jilid 7, him. 464.
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Adapun dalil-dalil tentang al-ikhtilas secara terang-terangan tidak
disebutkan dalam Al-Quran, namun apabila ditarik secara garis besar, maka
perbuatan al-ikhtilas ini dapat dimaksudkan sebagai menguasai harta
sesama dengan cara batil, sebagaimana firman Allah QS. Al-Bagarah [2]

ayat 188 yang berbunyi :
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“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di

antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)
dosa, padahal kamu mengetahui. ”***

Sementara dalil nagli yang secara tekstual menyebut tentang al-ikhtilas

adalah hadist berikut,

i Je 5 ) e o JBdss e (o0 0 o2 s 32
Eas s g

“Dari  Jabir bin Abdullah al-Anshari berkata, Rasulullah
Salallahu’alaihiwassalam bersabda, tidak berlaku hukuman potong
tangan bagi pelaku pencopetan, penjambretan, dan pengkhianatan. "2

11 Tim Penerjemah Al-Qur’an Ull, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya,
Yogyakarta: Ull Press, 2014, him. 50-51

12 Apu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr bin Farah Al-Ansari Al-
Khazraji Syams Al-Din Al-Qurtubi, Al-Jami” Al-Ahkam Al-Qur'an (Maktabah Shameela),
Edisi Kedua 1384H/1964M, Kairo : Dar al-Kutub al-Misriat, juz 4, him. 259.
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9. Al-Ihtihab

-

Secara etimologis, al-ihtihab berasal dari kata Cg - Jgs/Cgs — S

yang berarti &L:J\j fj\.ﬁ\ menipu, memperdaya dan merampas.*'® Secara

terminologis, al Fayyumi dalam al-Misbah al-Munir didefinisikan sebagai

F & 3 menguasai an memaksa atas narta.
@)y Ja e i) d ksa atas harta. 14

Syamsul Haq al-‘Azim Abadi menjelaskan al-Nahb adalah mengambil
(harta orang lain) dengan cara terang-terangan dan memaksa walaupun cara
ini dinilai lebih buruk daripada mengambil (milik orang lain) secara
sembunyi-sembunyi, tetapi pelaku tidak diancam sanksi pidana potong
tangan karena al-nahb ini tidak termasuk jarimah sarigah/pencurian.*®

Meskipun al-ikhtilas dan al-ihtihab memiliki kesamaan dari segi sama-
sama merampas harta orang lain secara terang-terangan dan memaksa,

namun al-ihtihab tidak mengharuskan korban terlena atau terperdaya.

Dari penjelasan terhadap jenis-jenis korupsi menurut hukum Islam di atas,
korupsi dana bantuan sosial covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial
Republik Indonesia dikategorikan sebagai risywah atau suap. Korupsi yang
dilakukan mantan Menteri Sosial Republik Indonesia tersebut tidak dikategorikan

ke dalam ghulul atau ghasab karena tidak adanya unsur paksaan atau berbuat

113 1hnu Manzhur, Lisan al-’Arab, Beirut : Darul Sadir, tth, jilid 1, him. 773,

114 Al-Fayyumi, Misbah al-Munirfi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi’i, Beirut :
Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1994, jilid 2, him. 627.

115 Syamsul Haq al-‘Azim Abadi, ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud, a-
Qahirah : Dar al-Hadits, 2001, jilid 7, him. 465.
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dzalim sampai dengan mengancam, melainkan dilakukan secara suka sama suka,

rela sama rela, antara kedua belah pihak.

Meskipun begitu, tidak disebutkan secara eksplisit hukumannya di dalam Al-
Quran dan hadis, maka dari itu jenis hukuman dari tindak pidana risywah adalah

hukuman takzir, yaitu hukuman yang kompetensinya ada di tangan hakim.

Dalam menentukan jenis hukuman takzir yang sesuai dengan kaidah-kaidah
hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara keutuhan hidup
bermasyarakat sehingga berat ringannya hukuman yang diberikan harus sesuai
dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan, dan

dikaitkan dengan motif-motif yang melatar-belakangi perbuatan tersebut.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada

bagian sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hukuman pidana dan pemidanaan mengenai tindak pidana
korupsi bantuan sosial pada masa covid-19 telah diatur dalam undang-
undang, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjatuhan hukuman mantan Menteri Sosial Republik Indonesia melalui
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Pasal 12 huruf (a)
atau Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah sesuai
dengan tindakan yang dilakukan, namun penulis lebih menitik beratkan
pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Begitu pula dengan pemberlakuan pelanggaran atas Pasal 12 huruf (i)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bagi oknum-oknum Kementerian
Sosial Republik Indonesia. Sementara hukuman bagi pengusaha dan
direktur utama perusahaan atas tindakan suapnya tercantum pada Pasal 5
ayat (1) hurf (a) atau huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, penulis lebih menitik

beratkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
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Tidak diberlakukannya Pasal 2 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagai pasal yang dilanggar baik oleh mantan Menteri Sosial
Republik Indonesia, oknum-oknum pegawai Kementerian Republik
Indonesia, maupun pengusaha dan direktur utama perusahaan karena tidak
memenuhi syaratnya pemberlakuan pasal tersebut seperti yang telah
tercantum pada penjelasan pasal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perspektif hukum Islam, hukuman untuk beberapa tindakan korupsi
tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun hadist,
sehingga hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi
lebih diserahkan kepada pihak yang berkompetensi, dalam hal ini adalah
hakim. Begitu pula dengan kasus yang dihadapi oleh mantan Menteri Sosial
Republik Indonesia, oknum-oknum pegawai Kementerian Republik
Indonesia, serta pengusaha dan direktur utama perusahaan yang
bersangkutan tersebut, hukum yang diberikan sesuai dengan pasal-pasal

yang berlaku di Republik Indonesia.

Saran

Meskipun Indonesia memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi berikut dengan hukumannya, namun hukuman dari pasal-pasal di

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana

korupsi, masih maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi bukti nyata,
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diharapkan adanya sanksi yang lebih tegas dari segi pasal yang menghukum para
pelaku tindak pidana korupsi dengan menambah masa hukuman atau menambah
nilai denda yang harus dibayarkan dan perubahan untuk Pasal 2 Undang-Undang
nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta peningkatan
pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi baik dari penguasa atau pihak-

pihak yang memiliki wewenang.

Selain itu, penulis mengharapkan adanya hukum yang setimpal dalam Hukum
Islam tentang korupsi, sebab korupsi adalah perbuatan yang tercela dan dilaknat
oleh Allah, semisal hukuman gisash bagi pelaku tindak pidana korupsi di saat
terjadi pandemi, dan adanya kajian lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi

dalam bahasan Hukum Islam.
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